
Jcnggaraan Pemerintah Daerah; 

"' ... --...au kan pertimbangan sebagaimana 
a, huruf b, dan huruf c perlu 

pengawasan rencana 

a. bahwa dalam rangka pengendalian 
penyelenggaraan Pemerintah Kota Magelang 
Tahun 2020 perlu melaksanakan kegiatan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

b bahwa agar pelaksanaan pengawasan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat 
berjalan secara tertib dan lancar perlu adanya 
sebuah perencanaan pengawasan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5) 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk 
menetapkan Perencanaan Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

sehingga setiap daerah perlu 
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l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

dan Jawa Barat; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

ten tang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Pengawasan Penyel nggarann 
Pem rintah Daerah Tahun 2020; 

Pcraturan t .ntung Walikot 

ngingat 



Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Magelang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Magelang. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota 

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang 
menjadi kewenangan daerah. 

5. Perencanaan Pengawasan adalah rencana 
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal 
pelaksanaan pengawasan. 

6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah usaha, 

tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk 

menjamm penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

berjalan secara efisien dan ef ektif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
lnspektorat adalah Inspektorat Kota Magelang. 

apektur adalah pimpinan lnspektorat. 

PERATURAN WALlK TA TENTAN , EREN ANAAN 

PENGAWA AN PENYELEN TARAAN PEMERTNTAHAN 

DAERAH TAHUN 2020. 
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Pasal4 

Pengawasan sebagaimana dimak ud 
Paaal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h 

(UIUJl Lampiran yang merupakan bagian tidak 

Pasal 3 
(1) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat ( 1) dijabarkan dalam bentuk: 
a. fokus dan sasaran pengawasan umum; 
b. fokus dan sasaran pengawasan teknis; 
c. fokus dan sasaran pengawasan W alikota terhadap 

Perangkat Daerah; 
d. kinerja rutin pengawasan; 
e. pengawasan prioritas Daerah; 
f. pengawasan reformasi birokrasi; 
g. penegakan integritas; 
h. peningkatan kapasitas APIP; 
1. jadwal pelaksanaan. 

(2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf i ditetapkan dengan Keputusan 

lnspektur. 

Pasal 2 
(1) Perencanaan Pengawasan Tahun 2020 m Iiputi: 

a. fokus pengawasan; 
b. sasaran pengawasan; dan 
c. jadwal pelaksanaan pengawasan. 

(2) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko dengan 
tema "APIP Kompeten Mengawal Pemerintah Daerah" 

Ap r t P ng w Int rnal P m rintah yang 
lanjutnya disingk t APIP adalah In p ktor I. 
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